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ANTARA
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KALIMANTAN BARAT
DENGAN

LETBAGA REHABILITASI BERBASIS ASYARAXAT KOTA JUANG
XABUPATEN [ELAwl

TENTANG
PROGRAf, PE BINAAN ASIMILASI DIDALA LEMBAGA PENASYARAKATAN

KELAS IIB SINTANG BAGI NARAPIDANA PERKARA NARKOTIKA

t{omor : W16.PAS.O.PK.05.0B - 0648
Nomor: 015/RBHflV/2022

Pada hari rni Rabu tanggal Tiga Eelas bulan April tahun Oua Ribu Dua Puluh Dua

ll3lylzo?2) bertempat di Lembaga Rehabilitasr Berbasrs Masyarakat (RBM) Kota

Juang Melawi. yanq bertanda tangan di bawah ini :

1 SYECH WALID S, A.Id.|P.,S.H.,LH. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB
Sintang berkedudukan di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Kel. Baning Kota Kec.

Sintang Kab Sintang berlindak untuk dan ata6 nama Lembega Pemasyarakalan
Kelas llB Sintang selanjutnya ,Jalam naskah ini disebut PIHAX PERTAIA,

2 IARUII, S.Pd.. Ketua Lembaga lnstitusi Penerima Waiib Lapor (lPvVL) Rehabilitasi

B€rbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Kab. Melawi. Berkedudukan di Desa Paal,

Kec Nanga Pinoh, Kab Melawi bertindak untuk dan atas nama Rehabililasi
Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Kab. Melarvi, selan,utnya dalam naskah ini

disabut PIHAX XEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEOUA selanlutnya secara be6am+sama disebut

s€bagai PARA PiHAK. Sedangkan masirE{asing pthak secara terptsah disebut
PIHAK Terlebh dahulu PARA PIHAK menerangkan :

a Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan
yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Rl. yang memiliki

tugas untuk mclakukan pembinaan lerhadap Narapidana dan Anak didik.

b. Bahwa PIHAK KEOUA adalah sebuah Lembaga lnst(usi bidang social yang

ntemberikan rehabilitas niedis dan Iehabilitas soclal.



c Bahwa PARA PIHAK sahng mendukung untuk mengadakan kesepakatan
kerJasama dalam hal inr penyelenggaraan program Asrmilasi bagi Narapidana
dalam bentuk Keqa Sosral.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagar benkul :

1 Undang-undang Dasar l\legara Rcpubhk lndon6ia Tahun 1945

2. Undang-undang Rl Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

3 Peraturan Pemenntah Republk indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentarE
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang
Syarat dan Teta Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik

4 Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubhk lndonesra Nomor 2'l
Tahun 2013 tentaqg Syarat dan Tata Cara Pembenan Rem,si, Astmalasi, Cuti

Mengun,ungi Keluarga Pembebasan Bersyatat. Cuti Menielang Bebas dan Cuti
Bersyarat

5 Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor 21

Tahun 20'16 tentang perubahan atas Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik lndonesia Nomor 2'1 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi. Asimilasi, Cuti MengunjurEr Keluarga, Pembebasan

Bersyaral. Culr Men elang Bebas dan Cut Bersyarat
6. Pereturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor 7

Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasr Manusa Repubhk lndonesra Nomo{ 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata

cara pemberian Remlsi Asimilasi. Cuti Menguniungi Keluarga, Pembebasan
Eersyarat, Culi Menjelang Bebas dan Cuti Bersyaral

Pasal 't

MAKSUO DAN TUJUAN

(1) Maksud keoasama inr adalah untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak

Pemasyarakatan Kelas llB Srnlang

dan
didik

rnensinergikan

di Lembaga

(2) Nola Kesepahaman rni bertuJuan unluk membrna Warga Binaan Pemasyarakatan

Perkara Narkotika dalam men alani Asrmrlsr dr dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kelas llB Sintang dibidang sooal.

(3) KerJasama rni benujuan untuk pembrnaan selama men,alani Pidana didalam

Lembaga Pemasyaraktan Kelas llB Srntang maka perlu bagi mereka untuk di

lntegras*an dengan masyarakat dalam bentuk Asrmrlasi Keiasama ini Juga

bertuluan untuk membenkan kesempatan kepada Narapdana dan Anak Didlk untuk

melaksanakan Asimilasr dalam bentuk kerja social di Lembaga Pemasyarakalan

Kelas llB Sintang dengan ddamprngl oleh Lembaga Rehabilitasi Berbasis

Masyarakat (RBM) Kota Juang Melawl



Pasal 2
OBJEK KERJASA A

Dalam upaya untuk mengembangkan Pembrnaan Kepribadian terutama dalam rangka
pelaksanaan integrasi dalam bentuk Asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan
hubungan hrdup, kehidupan dan penghrdupan Narapidana dengan masyarakat, maka
drpandang perlu untuk mengadakan keg€tan kerra social dr Lembaga Pemasyarakatan
Kelas llB Sintang dengan didampingi ol€h Lembaga Rehabl{as Berbasis Masyarakat
(RBM) Kota Juang Melawi

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JATYAB PARA PIHAX

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama unluk
mewuiudkan suatu b€ntuk Asrmilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan
sooal Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hadup. kehidupan dan
pcnghidupan

a PIHAK PERTAMA bertuges untuk
1. M€nyrapkan Narapdana dan Anak yang telah memenuhi syarat untuk

melaksanakan Asimilsi
2. Memberikan motofasr kepada Narapidana agar bersedia mengikuti program

Asimilasi dengan penuh keikhlasan.
3. Menyediakan fa6ilitas untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk ke0a

socaal
4. Melakukan eyaluasi terhadap pelaksanaan Asimilst

b PIHAK KEDUA benugas untuk
1. Menyusun dan melaksanakan Pr€ram kegiatan Asrmilasi dalam bentuk ker.la

soclal
2 Melakukan pengawasan pembrnean pendamprngan dan memberikan

bimbingan selama Asimilasi berlangsung.
3. Menyiapkan tensga pendemprng dan pelabanasn kegiatan s€cara khusus

untuk melaksanakan program kegiatan Asimilasa dalam bentuk kerra social di
Lembaga Pemasyarakalan Kelas llB Srntang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membenkan kesempatan kepada pihak ketrga
atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan Asimilasi
sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tuiuan dan kegiatan ini serla telah
mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasrl 5
EVALUASI

'1 PARA PIHAK akan mengadakan tapal koordinasi secara berkala.
2 PARA PIHAK melakukan monitoring dan evrluasi atas pelaksanaan kesepakatan

kerjasama inr sehingga kegraian berjalan dengan baik.

Pr3al 3
PELAKSANAA

Pelaksanaan Keqasama ini diatur lebih lanrut dalam perlan,ian tambahan antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan,
ketertiban dan keadialan masyarakat



Pasal 6
PEUBIAYAAN

Pa3al 7
PERUBAHAN OAN PEIEAHARUAN

(1) Kesepakatan Keqasama inr berlaku seJak seJak tanggal dr tand3tanganr oleh kedua
belah phak dan akan dperbaharur 2 (Dua) tahun kemudran dan atau seb€lum masa

berakhrmya kesepakatan kerrasama 1fia PARA PIHAK merEhendaki dengan
adanya perubahan yang telah drsepakatr

(2) Dalam hal inr salah satu berkerngrnan untuk mengakhrn kesepakatan kerrasama ini

sebagarmana drmaksud angka salu (1) pasal rnr, maka ghak yang bersangkutan
walib membentahukan secara tertu|s kepada prhak larnnya selambat-lambatnya 3
(lga) bulan sebelum berakhrmya kesepakatan

(3) Oalam hal kesepakatan kerlasama rnr berakhir baik disebabkan karena haFhal

s€bagarmana tcrsebut dalam angka (2) pasal rni maupun karena sebaFscbab lain

maka PARA PIHAK b€rkewariban manyalesarkan tugas dan tanggurE .iawabnya
masing-masing sesuar dengan yang tersebut daiam pasal (5)

Pasal E

XEADAA KAHAR (FORCE I'AJEURq

(1) Apabila terradi hal-hal yang dr luar kekuasaan kedua belah prhak alau lorce maleure.

dapat drpertmbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan

tugas pekerlaan dengan p€rselujuan kedua belah pihak .

(2) Yang termasuk force maleure adalah
a Bencana Alam .

b Tindakan pcmerintah di brdang fiskal dan moncter: atau

c K€adaan k€amanan yang tidak mengt inkan

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Peqanllan Ke0a Sama inl akan diatur
bersama kemudian oHt PARA PIHAK.

P.s.l 9
ANTI KORUPSI

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahur seluruh peraturan perundang-

undangan tentang antr korupsi dan gratrfikasr

(21 PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan ttndakan apapun yang

melanggar peraluran perundang-undangan tenlang antl korupsi dan gratifikasi

dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dcngan pelaksanaan Perianjian

Kerja Sama ini

Pembrayaan yang trmbul sebagar akrbat dafl p€laksanaan Perjan ian Kerla Sama inr

drbebankan kepada PARA PIHAK sesuar dengan lugas dan tanggung iawab masing-
masrn9



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila teriadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerla sama ini, PARA

PIHAK sepakat menyelesarakn secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pa3al 10
ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum dratur dalam Perianjian Kerla Sama ini. akan diatur

lebrh lanJut dalam Surat Per;anlan Tambahan \Addendum) yang merupakan bagian

yang tdak terp6ahkan dan Perlaniran Kerla Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa PerranJran Kerla Sama rnl lidak akan berubah

daniatau ditarik kembah bila teqadr perubahan Pimpinan. baik pada PIHAK
PERTALA maupun PIHAX KEDUA

(3) Apabila ada perubahan akan diselesakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Demiklan Perlan ian Ker;a Sama inl disepakatl dan d*andatangani bersama oleh PARA

PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar *muanya b€rmaterai cukup

masing-masrng berlaku sebagat aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

selan,utnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK XEDUA dan sel€bihnya untuk PIHAX

PERTA A

PII{AK PERTAMA
TEMBAGA PEMASYARAXATAN

KELAS iIB
REHABILITASI

A\J I/\ JI'AIll\J

PIHAK KEDUA
YARAKAT

>

t

SYECH WALID S. A.llld.lP..s.H.. .H.
Kepala Lapas Kelas llB Srntang

1! F86ArXrr4 t 1s231

uARt ffi, a.Pd.
Ketua RBM Kota Juanq Kab Melawi
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DOKU MENTASI PENANDATANGANAN
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